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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR : O3/Kpts/KPU-Prov-A27 / ZOt6

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KER.IA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI GORONTALO TAHUN zAfi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11

huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O1E

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

dan Pasal 6 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupatenf Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelornpok Penyelenggara Pennrngutan Suara dalarn

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pedoman

Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seria

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
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Mengingat

Penyelenggara Pemungutan suara Dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur provinsi

Gorontalo Tahun 2Afi -

: 1. Undang-undang Nomor g8 Tahun 2ooo tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 2Sg)

2. undang-undang Nomor 1s rahun 2oll tenta,g
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zOLl Nomor 1Ol, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S2a6l;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2O1S Tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O1S Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 Tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota meqiadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor

57, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia

Nomor 5678h

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O3 Tahun 2O1S

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O3 Tahun 2A16

tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Nomor 01/Kpts/KPU-Pr0v-OZ7 lY 12016 tenteng Tahepen,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

3.

4.

5.

6.
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Gubernur Dan \Makil Gubernur provinsi Gorontalo Tahun
2017;

Surat Edaran Komisi pemilihan Umum Nomor :

183/KPU lfir I?ALS tanggal 2T Aprit 2O1S perihal :

Penjelasan Anggota PPK, PpS dan KppS yang belum
pernah menjabat 2 (dua) kati.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara
Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi pemilihan

Umum Provinsi Gorontalo Nomor LOT IHKM-
ORG/PK lV l2AL6 dan Nomor Bg6/Kpu-prov-
27 I Og lv /2OL6 Tanggal 9 Mei 2At6;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : B3/BA / LL lV l2OL6
tanggal Tanggal 30 Mei zOlG tentang penetapan

Keputusan Komisi Pemilihan umum provinsi Gorontaro

Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi pemilihan

Umum Provinsi, Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OL7, pedoman

Teknis Pemantau Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun

ZOLZ dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

GORONTALO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA

KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DAI,AM PEI{YELENGGARAAN

Memerhatikan : 1.

Menetapkan

PEMILIHAN...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI

GORONTALO TAHUN 2017.

Menetapkan Komisi Pemilihan umum provinsi, Komisi
Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia pemungutan

Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan \Makit

Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun ZOLT, sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 3O Mei 2At6

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. IY. TULI

dengan aslinya
KPU PROVINSI GORONTALO
Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman

jdih.kpu.go.id/gorontalo
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I"AMPIMN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PROVINSI GORONTALO NOMOR :

3/ Kpts/ KPU-Prov-O27 I 2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2AT7.

PEDOMAII TEI(NIS TATA KER.'A KOIWISI PTMILIHAIT IIMI'IE PROVIilSI,
KOMISI PEMILIHAN UMI,}I I{ABITPATEII/KOTA, PE}IBEI{TIIKAIT DArt TATA
I{TR.,A PAITITIA PET}IILIHAN KECAtrATAIT, PAITITIA PETIUNGUTAN SUARA,

DAIT I(EI,OUPOK PEITYELEITGGARA PEMI'ITGUTAIT SUARA DAUTTE
PEIVYELEITGGARAAIT PEMILIHAIT GUBTRilIIR DAIT UIAITIL GITBERNUR

PROVIITSI GORONTAIP TAIII'il 2O\7

BAB T

PEITDAIIULUAIT

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan

UmumProvinsi Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf c Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Pembahan Atas

Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 9 ayat 3

huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Pembenhrkan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Pehrgas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Frovinsi Gorontalo Tahun 2OLT dengan memperhatikan

pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang yang berlaku.

PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OL7

selar{utnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

Provinsi Gorontalo untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara

B.

langsung ...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut KPU

Provinsi Gorontalo adalah lembaga penyelenggara Pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum KabupatenfKota., selanjutnya disebut KPU

Kabupatenf Kota,, adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan

ditingkat kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat Pffi, adalah panitia yang

dibenhrk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan

ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS,

adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disinglrat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara unhrk Pemilihan.

Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PEI{YELENGGAITTU\N PEMILIHAI$

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo

Tahun zOtT berdasarkan berpedoman pada asas:

1. Mandiri;

2. Jdur;
3. Adil;

4. Kepastian hukum;

5. Tertib penyelenggara pemilu;

6. Kepentingan umum;

7. Keterbukaan;

8. Proporsionalitas;

9. Profesionalitas;

10. Akuntabilitas;

11. Efisiensi; dan

12. Efektifitas.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

D. DASAR..,jdih.kpu.go.id/gorontalo
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D. DASAR HUKUM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor Ol/Kpts/KpU-
Prov.O2T lV l2OL6 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2Ot7.

BAB II
TATA IITR.'A PEIUYELEITGGARA DALIIM PEIITYELENGGARAAN

PEMILITIANGUBERITUR DAI{ trIAKIL GUBERXUR
PROVIilsI GOROITTALO TAIIUT 2017

A. TUgas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Gorontalo

T\rgas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Gorontalo dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan \Ifakil Gubernur Provinsi Gorontalo

Tahun 2Ol7 , meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun ZOLT dengan

berpedoman pada kebijakan KPU;

Men5rusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 2Afi dengan berpedoman pada peraturan KPU;

Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggar.ran Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2AL7, apabila diperlukan;

Men5rusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi Gorontalo KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2Ol7 dengan berpedoman pada

Peraturan KPU;

Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 2Ol7 berdasarkan ketenhran perundang-undangan dengan

berpedoman pada Peraturan KPU;

Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifrkasi kepada KPU

KabupatenlKota;

Melakukan bimbingan telsds setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2AI7 kepada KPU

Kabupaten/Kota;

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2AL7;

Menyampaikan laporan hasil Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernrrr

2.

5.

3.

4.

6.

8.

9.

Provinsi...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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Provinsi Gorontalo Tahun zAfi kepada KPU, DPRD Frovinsi Gorontalodan
Menteri yang menyelenggarakan urusErn pemerintahan dalam negeri;

1o. Menyampaikan laporan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Gorontalo Tahun 2OL7 kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan

Lrrusan pemerintahan dalam negeri;

12. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2Ol7
kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri dengan tembusan kepada Bawaslu;

13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewqiiban lain yang diberikan oleh

KPU dan /atav, ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara

anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo dan

Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara€u-l

Pemilihan Gubernur dan lVakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun AOLT

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalodan/atau ketenttran

peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

T\rgas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OL7,

meliputi :

1. Melaksanakan Tahapan, Jadwal, dan Program Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OLT

tepat waktu;

2. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun ZOLT kepada

KPU Provinsi Gorontalo apabila diperlukan;

3. Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Gorontalo Tahun 2OLZ secara adil dan setara;

4. Menyampaikan semua inforrnasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2Afi kepada masyarakat;

5. Membentuk PPK dan PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun ZOLT sesuai dengan peraturan yang

harlalrrrjdih.kpu.go.id/gorontalo
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berlaku;

6. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 2OtT berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan

berpedoman pada kebijakan KPU dan /ata,u KPU Provinsi Gorontalo;

7. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil

pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;

8. Memutakhirkan data pemilih dat menetapkan DPT;

9. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK,

PPS dan KPPS;

10. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OLT

kepada PPK, PPS dan KPPS;

1 1. Menerima laporan periodik, laporan pertanggung-jawaban dan laporan

hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data

Pemilih;

12. Melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2Ol7 dari PPK dan

menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPU Provinsi Gorontalo;

13. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Gorontalo Tahun 2OL7 kepada KPU Provinsi Gorontalo;

14. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 20fi kepada KPU Provinsi Gorontalo;

15. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun

Z0L7kepada KPU dan KPU Provinsi Gorontalo serta menyampaikan

tembusannya kepada Panwaslu;

16. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penlrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang

disusun oleh KPU KabupatenlKota dan lembaga kearsipan

KabupatenlKota. berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan

ANRI;

17. Mengelola barang inventaris KPU KabupatenlKota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

18. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

L9. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

Kabupaten..jdih.kpu.go.id/gorontalo
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Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan Gubernur dan ltIakil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun AOLT paling lama 7 (tduh) hari
setelah rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota;

2A. Melaksanakan keputusan DKPP;

2L. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

22. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan

oleh KPU dan KPU Provinsi Gorontalo dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan.

C. Ttrgas, Wewenang dan Kew4jiban PPK

L. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

a. Membantu KPU Provinsi Gorontalo dan KPU lfubupaten/Kota dalam

melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;

Membantu KPU Provinsi Gorontalo dan KPU KabupatenlKota dalam

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 2Ot7;

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2Ol7 di tingkat

Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo.

Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU

Kabupaten/Kota;

Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran

data Pemilih;

Mengumpulkan hasil penglritungan suara di TPS dari selunrh PPS di

wilayah kerjanya;

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun ZOLT

dan Panwas Kecamatan;

Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka f;

Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada

huruff kepada seluruh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Gorontalo Tahun 2Ol7;

j. Mernbuat berita acara rekapitulasi penghittrngan suara serta. rnernbuat

b.

c.

d.

e.

ctb'

h.

i.

sertifikat..jdih.kpu.go.id/gorontalo
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sertilikat penghitungan suara dan wqiib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo
Tahun 2OL7, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Gorontalo dan KpU
Kabupaten/Kota;

k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwas Kecamatan;

l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggara€ur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 2Ol7 di wilayah kerjanya;

m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon
perseorangan;

1r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OLZ dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewqiiban lain yang diberikan
peraturan perundang-undangan danlatau oleh KPU Provinsi Gorontalo

dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Tugas ketua PPK meliputi:

a. Memimpin kegiatan PPK;

b. Mengundang anggota unhrk mengadakan rapat PPK;

c. Mengawasi kegiatan PPS;

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani laporan kegiatan rekapihrlasi hasil penglritunga.n suara

sementara secara berkala, dengan manual, dal:l atau elektronik;

f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan

suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan

dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang

ditandatangani oleh Pasangan Calon;

g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada L (satu) orang

saksi Pasangan Calon;

h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 2OL7 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3. Apabila kenra PPK berhalangan, flrgasnya dapat dilaksanakan oleh salah

seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

4. Tugas...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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4. Tugas anggota PPK meliputi:

a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan

pertimbangan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada

ketua PPK.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS

1. T\rgas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi :

a. Membantu KPU Kabupaten/Rota dan PPK dalam melakukan

pemutakhiran data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan

DPT;

b. Membentuk KPPS;

c. Melakukan verifikasi dan rekapihrlasi dukungan Pasangan Calon

perseorEmgan;

d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU

Kabupaten I Kota melalui PPK;

e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data

Pemilih;

f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU

Kabupaten I Kota melalui PPK;

g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Kepuhrsan PPS;

h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih

dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU

Kabupaten/ Kota melalui PPK;

i. Mengumumkan daftar Pemilih;

j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun ZOLT di tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU

Provinsi Gorontalo;

o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari selumh TPS di wilayah

kerjanya;

p. Me4iaga..-jdih.kpu.go.id/gorontalo
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p' Menjaga dan mengamanka:r keutuhan kotak suara setelah
penghiflrngan suara dan setelah kotak suara disegel;

q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada ppK pada hari
yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TpS dan
tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel
oleh KPPS;

r- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh PPL;

s. Melakukan evaluasi dan membuat raporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi

Gorontalo Tahun 2OLT di wilayah kerjanya;

t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OL7 dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang pps kepada masyarakat;

u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan ll/akil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2AL7, kecuali dalam hal
penghitungan suara;

v. Melaksanakan tugas, wewenans, dan kewajiban lain yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi Gorontalo, Kpu
Kabupatenf Kota, danlatau PPK.

2. Tugas ketua PPS meliputi;

a. Memimpin kegiatan PPS;

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. Mengawasi kegiatan KPPS;

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili
Pasangan Calon di tingkat desalkelurahan sebutan lain; dan

g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran
penyelenggElraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan

oleh KPU Provinsi Gorontalo dan KPU KabupatenlKota.

3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah

seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

4. Tugas anggota PPS meliputi:

a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturanperundang-undanganl

dan

c. Memberikan...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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c. Memberikan pendapat dan saran kepada kehra PPS sebagai bahan

pertimbangan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung-jawab kepada

ketua PPS.

E. ?ugas, Wewenang dan Kew4iiban KPPS

1. T\rgas, wewenang dan kewqjiban KPPS meliputi:

a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2AL7 yang hadir dan PPL;

c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Gorontalo Tahun 2OL7, dan masyarakat pada hari pemungutan

suara;

f. Menjaga dan mengamankan keuhrhan kotak sr-lara setelah

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 2Ol7 , PPL, dan PPK melalui PPS;

h. Menyerahkan hasil penghihrngan suara kepada PPS dan PPL;

i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan

sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari

yang sama;

j. Melaksanakan firgas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan KPU Provinsi Gorontalo dan

KPUKabupaten/Kota, PPK, dan / atau PPS}.

2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan

penghitungan suara adalah:

a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan

kepada anggota KPPS dan pehrgas ketertiban TPS;

b. Mengumumkan tempat dan walrhr pelaksanaan pemungutan suara;

c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada

Pemilih pada DPI;

d. Menyampaikan salinan DPf kepada yan:g mewakili peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun ZOLT di tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

e. Memimpin...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani

oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampa.nye Pasangan Calon.

3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

a. Memimpin kegiatan KPPS;

b. Memimpin pelaksanaalr kegiatan pemungutan suara;

c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;

d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang

hadir;

e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang

anggota KPPS;

f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan

g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat wakhr.

4. T\rgas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;

b. Menandatangani berita acara dan sertilikat hasil penghitungan su€rra

bersama-sama paling lmrang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat

ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OLT

atau ketua tim kampanye;

c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertilikat hasil

penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2Ol7 , PPL dan PPK melalui PPS;

d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan

e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat

hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara

kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat

pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS

melalui ketua PPS.

6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.

7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada

ketua KPPS.

BAB III...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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BAB III
PERSYARATAil PPK, PPS DAIT IiPPS DALIIU PEIYYETEITGGARAAIT

PEUILIIIAJTGUBERNUR DAIT WAIIIL GTIBERITUR PROVIIISI GOROITTAI{)
TAIIUN 2OI7

A. Syarat untuk meqiadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia;

b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. Setia kepadaPancasilasebagai Dasar Negara,Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi lT
Agustus 1945;

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka wakhr 5 (lima)

tahun tidak lagr menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkr-rtan;

f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

g. Mampu secara jasmani dan rohani;

h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
seder4iat;

i. Tidak pernah dipidana peqiara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana peqiara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU

Kabupaten I Kota, atau DKPP;

k. Bahwa yang dimaksud pada huruf j, terhadap pemberhentian tetap oleh

KPU Kabupaten/Kota berlaku pula atas pemberhentian berdasarkan hasil

evaluasi penyelenggara pada Pemilu sebelumnya;

1. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS

dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

m. Bahwa yang dimaksud pada huruf k, belum pernah meqiabat 2 (dua) kali

sebagai anggota PPK, PPS, KPPS adalah tidak meqfabat dalam jabatan

yang sama pada periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif :

1. Periode pertama dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 2OO9.

2. Periode pertama dimulai pada tahun 2O1O hingga tahun 2OL4.

B. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun

sebagaimana dimaksud pada huruf b, bag, KPPS tidak dipenuhi di

wilayah,..jdih.kpu.go.id/gorontalo
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wilayahllokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari

desa terdekat.

c.Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat

atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf h bagi KPPS tidak

dipenuhi, maka dapat diisi oleh ora.ng yang mempunyai kemampuan dan

kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat

pernyataan.

D.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf I di atas tidak dapat

dipenuhi, KpU Kabupaten/Kota dapat berkerjasama dengan lembaga pendidikan

atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang

memenuhi persyaratan.

E. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. Fotokopi Karru Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

2. Fotokopi iar,ah sekolah lanjutan tingkat atas /sederajat atau ijazatr

terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

3. Surat pernyataan yang bersangkutan:

a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun L945, dan cita-cita Proklamasi L7

Agustus L945;

b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu

5 (lima) tahun;

c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. Surat pern5rataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap

oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota

PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum;

e. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS;

f. Bahwa yang dimaksud sebagaimana pada huruf e, belum pernah

menjabat 2 {dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, KPPS adalah tidak

menjabat dalam jabatan yang sama pada periode berturut-turut dalam

pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif :

1.. Periode pertama dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 2OO9.

2. Periode kedua dimulai pada tahun 2A1O hingga tahun 2014.

F- Surat keterangan kesehatan dari puskemas a.tau rrmah sakit setempat.

G. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan srrrat

keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf E diatas, KPU

Kabupaten..jdih.kpu.go.id/gorontalo
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Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan

kesehatan dimaksud.

BAB TV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEI{YELENGGARAAN
PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVTI'FSI GORON?ALO TAHUH 2S1?

A. Kedudukan, Susunan dan Keangggotaan

1. Untuk men}.elenggarakan Pemiiihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.

2" PPI( sebagaimana dimaksud pa<ia angka 1 berkedudukan di ibukota

kecarnatan.

3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung

sesuai dengan waktu peiaksanaan tugasnya'

4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang )rang memenuhi syarat brerdasarkan

peraturan perr-rndang-undangan.

5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana rlimaksud pada angka 4

megrperhalikan i<eterwakiian perernpuarl paiing seciiki'i 3U% itiga puiuir

perseni.

6. Daiam menjaiankan tugasnya, PPK dibantu oieh Sekretariat yang

dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

persyaratan.

7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang stal'

Sekretariat.

8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 4 (empat) orang anggota.

9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU KabupatenlKc>ta;

?. Anggota, PPI{ dihentuk oleh KPIT KahrrnatenlKots paling lamhat 7 {frrjrrh)

bulan **.be1um penungutan sue::=. Car: Cibubrrk:^n peling lamb:t 2 {Cua)
1--.,'l^,. ^._:,,1-L .-..-*1!-..uurd-ir ou LLrciir ytiiiuiiguiaii SIJ&i-e,

3. KFu Frt-rviirsi Gor"uni-aio fiicriBurluinkarr pcrttiaiiar'arr scicksi caiorr furggot-ar

PFK meiahn meciia cetak rian merlla eiektronrk:

4. Ilala.m nremilih ca.ion anggota- PpK. Kp{ i KaLrr-ipaten l"Kat-a nrelek,"":kar

fotrrar,an 1,-=-i.,ton reelin: rfi.-.^--*r*1- ^-r.or-;

a. l\{engumumkan pendaftaran calcn anggata PPK;

b. Menerima..,jdih.kpu.go.id/gorontalo
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b. Menerima pendaftaran calon PPK;

c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;

d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;

e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;

f. Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.

S. KpU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon

anggota dimana Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang

mudah dijangkau atau diakses publik.

6. KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK;

Z. pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dolmmen

syarat pendaftaran sebagaimana ya.ng telah disebutkan dalam persyaratan

untuk menjadi anggota PPK sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:

a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan

b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.

8. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan

persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran

berakhir.
g. KPU Kabupaten/Kota. mengumumkan hasil penelitian administrasi

kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses

publik.

1O. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.

11. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota

PPK, 3 {tiga} hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupatenlkata seternpat.

13. Materi seleksi tertulis, meliputi:

a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan

kewajiban PPK. penelitian syarat dukungan Pasangan Calon

perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara

dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

b. Pengetahuan kewilayahan.

14. KPU Provinsi Gorontalo menyiapkan materi seleksi tertulis.

15. KPU KabupatenlKota. menetapkan paling banyak 10 {sepuluh) orang

calon angsota PPK vans lulus seleksi tertulis.-- J *--O --

16. KPU KabupatenlKota mengumumkan hasil setreksi di ternpat yang mudah

diakses.

L7.KPU KabupatenlKota. melakukan seleksi wawancara pada calon anggota

PPK yang lulus seleksi tertulis.

18. Materi seleksi wawancara meliputi :

a. Rekam...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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a. Rekam jejak calon anggota PPK;

b. Pengetahuan tentang Pemilihan, YmB mencakup tugas, wewenang,

dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon

perseorangan, teknis pemungutan slrara, penghitungan perolehan

suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

19. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK

berdasarkan hasil seleksiwawancara.

20. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 {tujuh} hari

sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.

2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.

3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan

bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.

4. Rapat PPK dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 4 (empat)

orarrg anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.

5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah apabila disehrjui paling kurang 3

(tiga) orang anggota PPK yang hadir.

6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK

diambil berdasarkan suara terbarryak.

BAB V
PANITIA PEIIIUITGUTAIT SUARA DALIIM PEIYreLENGGARAAN PEMILIHAtr

GT'BERITUR DAN WAIilL GUBERI\TUR PROVINSI GOROITTAI,O TAIIUN 2OL7

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Gorontalo Tahun 2OL7 di desalkelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.

2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atam sebutan lain.

3. Hak keuangan anggota dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris PPS.

6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

7. Ketua...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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7. Ketua dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU KabupatenlKota.

2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh)

bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua)

bulan setelah pemungutan suara.

g. KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala

desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/luratr atau

sebutan lain.

4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.

S. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana

tercantum dalam persyaratan untuk mer{adi anggota PPS kepada PPK

sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:

a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota;

b. 1 (satu) dolmmen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;

c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada

yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada

kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan

desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon

anggota PPS baru.

7. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan

desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon

anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat,

mahasiswa atau karang taruna.

8. Dalam hal pengusulan anggota tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota,

dapat mengangkat anggota PPS.

9. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/ organisasi

kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan

bertanggung jawab terhadap semlra hasil rapat PPS.

4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang

anggota..,jdih.kpu.go.id/gorontalo
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anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir'

5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua)

orang anggota Yang hadir.

BAB VI
KTLOMPOK PEITYELEI{GGARA PEMUI{GUTAIT SUARA DAUTM

PEIIYELEI{qIARAAIT PEMILIHAIT GUBTRITUR DAIT WAIIIL GUBENNUR
PROVINSI GORONTAI,O TA}IUN 2OI7

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.

2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tduh) orang yang berasal dari anggota

masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Anggota KPPS terdiri dari:

a. 1 {satu} orang ketua merangkap anggota; dan

b. 6 (enam) orang anggota.

4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU

KabupatenlKota.

2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari

Rukun Tetangga {RT)/Rukun Warga (R\ly) yang bersangkutan.

3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada

KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII
KESEI{RTTARIATAN DALAM PTITYELEilGGARAAT{ PEIUILIHAIT

GUBERITUR DAIS UTAKIL GUBERNTIR PROVINSI GOROITTAI.O TAHUN 2OI7

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariatyang dipimpin oleh

seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.

3. Staf Sekretariat PPK adalah banttran dan fasilitas pemerintah daerah.

4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud

meliputi:

a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. Independen dan tidak berpihak;

c. Sehat...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b.

5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:

a. Surat pernyataan yang menerarlgkan bahwa yang bersangkutan:

1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

2) Independen dan tidak berPihak;

3) Sehat jasmani dan rohani.

b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan'

6. ppK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU

Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.

T. ppK melalui KPU KabupatenlKota. mengusulkan 3 (tiga) nama calon

sekretaris PPK daurt 4 (empat) calon staf Sekretanat PPK kepada Bupati atau

Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) narna sebagai

sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota.

8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati

atau Walikota.

9. Pembagian tugas staf Sekretariat meliputi:

a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan

b. 1 (satu) orang staf Sekretaitat urusan tata usaha, keuangan dan logistik

PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OL7.

LO. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

1L. Tugas sekretaris PPK meliputi:

a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;

b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

12. Dalam melaksanakan, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui

ketua PPK.

13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas

menyiapkan teknis penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

mempunyai tugas menyiapkan segala urus€r.n ta,ta, usaha, pembiayaan,

administrasi PPK dan pertanggungiawaban keuangan, dan menyimpan bukti

kas pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo

Tahun 2Ol7 untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2OLT beserta

kelengkapan administrasi.

15. Dalam..,jdih.kpu.go.id/gorontalo
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15. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada

Sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin

oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau

sebutan lainnya.

2. Syarat untuk menjadi Sekretaris PPS meliputi:

a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. Independen dan tidak berPihak;

c. Sehat jasmani dan rohani.

3. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang

menerangkan bahwa yang bersangkutan:

a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. Independen dan tidak berPihak;

c. Sehat jasmani dan rohani.

4. Sekretaris PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala

desa/lurah atau sebutan lainnYa.

5. Masa tugas Sekretaris sama dengan masa tugas PPS.

6. ?ugas sekretaris PPS, meliputi:

a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;

b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

7. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS

melalui ketua PPS.

BAB VIII
PETUGAS PEIIIUTAKIIIRAI{ DATA PEMILIH DAil PEirUGAS I{ETERTIBAIT
TE}IPAT PEMUITGUTAN SUARA DALIItr PEI$YELEITGGARAAIS PIMILIIIAil
GUBERITUR DAN WAITIL GUBERITUR PROVItrSI GOROITTALO TAIIIIN 2OI7

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

L. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten/Kota dalam

melakukan pemutakhiran data Pemilih.

2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun

Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan

oleh PPS yang bersangkutan.

3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan

Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4. Petugas pernl-rtakhiran data Pernilih berjurnlah :

a. 1 (satu)...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan

400 (EmPat Ratus) orang; dan

b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih

lebih dari 400 (Empat Ratus) orang'

5. T\rgas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih

meliputi:

a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data

Pemilih;

b. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupatea/Kota melalui PPK dan PPS;

c. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;

d. Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;

e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;

f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan

tanda khusus pada rumah Pemilih; dan

g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan

penelitian kepada PPS.

B. Pehrgas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga

ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.

4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU KabupatenlKota.

5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) ora.ng

petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota, kepada

Bupati/Walikota.

6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nalna petugas ketertiban TPS dari

Bupati/Walikota kepada PPS.

7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB I,(
PENGGANTIAN AITGGOTA PPK, PFS, DAN I{PPS DAI,ITM

PEIYELENGGARAATT PE}IILITTAIT GT'BERISUR DAN TTAIilL GI'BERNIIR
PROVII$SI GOROITTAIO TAHI'N 2OT7

A. Penggantian Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

c. Berhalangan...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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c. Berhalangan tetaP lainnYa; atau

d. Diberhentikan sementara.

2, Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;

b. Melanggar sumpah/janji jabatan danlatau kode etik;

c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-

turut tanPa alasan Yang sah;

d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e. Diiatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh

kekqatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan

umum;

f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi

Gorontalodan KPUKabupaten/Kota dalam mengambil kepuhrsan dan

penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon

anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi

persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan

meliputi:

a. menerima laporan;

b. meneliti materi laporan;

c. melakukan klarifikasi;

d. melakukan kqiian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil

penelitian.

7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kata

dapat:

a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk

kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;

b. memanggil para pihak;

c. meminta bukti-bukti pendulmng; dan

d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu

sesuai...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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sesuai dengan tingkatannYa'

g. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten/Kota membuat

kqiian dan mengambil kePutusan'

B. Penggantian Anggota PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU KabupatenlKota' dapat

meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan

perrnusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan

usulan calon anggota PPS baru.

2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui

keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

B. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan

desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon

anggota PPS baru dengan memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh

masyarakat, mahasiswa atau karang tarrrna.

4. Datam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana tidak dapat diqiukan, KPU

Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.

5. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/ organisasi

kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. Penggantian Anggota KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian

terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui

keberadaannya atau tidak m€rmpu melaksanakan tugas secara perrnarlen.

3. Penggantiarl memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetaagga

(RTllRukun Warga (RW) yang bersangkutan.

4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB X
LAI}IPIRAfi

Formulir:

A. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPSIKPPS

B. Surat Pernyataan.

Contoh ...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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Contoh Formulir A:

SURAT PENDATTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*I I(ABI'PATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tgl. Lahir/ Usia

Pekerjaan/Jabatan

AIamat

/ ....... tahun

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS.) berdasarkan

Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS")

KabupatenlKota... Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi

ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OLL tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum.

;;;;*' 
2016

Materai
Rp. 6.000

Keterangan : ") Coret yang tidak diperlukan

Contoh...jdih.kpu.go.id/gorontalo
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Yang bertanda tangan di

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tg1. Lahir/ Usia

Pekerjaan lJabatart
Alamat

-29-

SURAT PERITYATAAN

bawah ini :

I .......tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai Anggota PPK/ PPS/ KPPS") Kabupaten/Kota
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,

1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 AgustusUndang-Undang Dasar RI Tahun
1945;

2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti
sebalikrrya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;

3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian
hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;

4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU
Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila
pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.

5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan
berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan

seb"gai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KppSr Kabupaten/Kota

2A16

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

BAB xI..jdih.kpu.go.id/gorontalo
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BAB III
PEITUTUP

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

dengan aslinya
KPU PROVINSI GORONTALO

ukum, Teknis dan Hupmas

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 3O Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. N. TULI

Aniki S. Suleman
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